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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman dilihat dari segi 

demografis maupun dari segi budaya. Berdasarkan data BPS tahun 2010 

terdapat 1.211 bahasa daerah di Indonesia, 300 kelompok etnis dan 1.340 suku 

bangsa di Indonesia. Masing-masing etnis dan suku di Indonesia memiliki 

kekhasan tersendiri mulai dari bahasa, norma, adat istiadat, keterampilan etnis 

dan suku, serta nilai-nilai yang dimiliki. Keragaman budaya menjadi kekayaan 

bagi Indonesia apabila dapat dilestarikan terus menerus. Aspek demografis 

Indonesia menyimpan potensi alam yang sangat besar. Berdasarkan laporan 

Kemendagri pada tahun 2004 terdapat 7.870 pulau di Indonesia yang sudah 

memiliki nama dan 9.634 pulau yang belum memiliki nama, sehingga total 

terdapat 17.504 pulau di Indonesia. Data yang berbeda dikeluarkan oleh Lapan 

tahun 2002. Berdasarkan kajian citra satelit terdapat 18.306 pulau di 

Indonesia. Potensi yang bersumber dari kekayaan alam yang dimiliki 

Indonesia dapat menjadi keunggulan tersendiri apabila dikelola oleh sumber 

daya manusia yang berkualitas.  

Pendidikan merupakan bagian yang integral dalam pembangunan nasional, 

khususnya dalam pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya 

manusia (SDM). Hal tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 bahwa 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan, 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulua, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”. 

  

Pendidikan di Indonesia pada awalnya bersifat sentralistik. Pemerintah 

pusat mengatur semua hal terkait pendidikan termasuk kurikulum. Pemerintah 
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daerah dan satuan pendidikan hanya menjalankan kurikulum yang ditetapkan 

Pemerintah Pusat. Hal tersebut tidak sesuai karena pengembangan kurikulum
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hendaknya memperhatikan berbagai landasan yang salah satunya merupakan 

lingkungan sosial dan budaya (Zais, 1976; Arifin, 2012; Sukmadinata, 2016). 

Kurikulum tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan sosial dan budaya 

karena interaksi yang terjadi diantara keduanya.  

Pergeseran kebijakan pendidikan di Indonesia dari sentralistik menjadi 

desentralistik dimulai pada tahun 1994. Pemerintah mengeluarkan kebijakan 

mengenai kurikulum muatan lokal yang mengharuskan sekolah untuk 

mengalokasikan 20% waktu dalam proses pembelajaran disusun berdasarkan 

kondisi lokal di sekolah. Program ini dirancang untuk mendukung 

desentralisasi pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah. (Bjork, 2004; 

Yeom, Acedo, & Utomo, 2002). Tiga tujuan yang hendak dicapai melelalui 

kurikulum muatan lokal adalah pertama, sekolah diharapkan dapat mendesain 

dan mengimplementasikan kurikulum yang dikembangkan sendiri oleh 

sekolah. Kedua, kurikulum yang dikembangkan diharapkan memiliki 

keterikatan yang erat dengan kondisi lokal yang terjadi di sekitar sekolah. 

Ketiga, diharapkan melalui program ini diharapkan tingkat putus sekolah 

dapat menurun (Bjork, 2004).  

Dalam perkembangannya, pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi 

yang mendukung desentralisasi pendidikan di Indonesia. Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 36 ayat 2 menyatakan bahwa semua jenjang dan jenis 

pendidikan dikembangkan berdasarkan prinsip diversifikasi sesuai dengan 

satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Hans (dalam Offorma, 

2010) mendeskripsikan diversifikasi dalam kurikulum sebagai pendidikan 

multikultural yang berkontribusi terhadap pengembangan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik dari peserta didik. Diversifikasi dalam konteks kurikulum berarti 

penganekaragaman/pembedaan kurikulum di setiap daerah tetapi koridornya 

tetap mengacu pada kurikulum standar nasional. (Sutjipto, 2015). Berdasarkan 

pendapat tersebut, diversifikasi kurikulum merupakan komponen kurikulum 

yang teridiri dari tujuan, materi, metode dan evaluasi berdasarkan kondisi atau 
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karakteristik daerah, sekolah dan peserta didik guna memberikan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang dibutuhkan peserta didik.  

Salah satu bentuk diversifikasi kurikulum adalah hadirnya konten muatan 

lokal di dalam kurikulum. Muatan lokal dalam kurikulum menjadi salah satu 

muatan yang wajib diadakan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah. Hal 

tersebut tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 31 ayat 

1. Kebijakan tersebut didukung oleh Permendikbud Nomor 67, 68, 69, dan 70 

Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum  Sekolah 

Dasar/MA, Sekolah Menengah Pertama/MTs, Sekolah Menengah Atas/MA, 

dan Sekolah Menengah Kejuruan/MAK. Muatan lokal menjadi bagian dari 

struktur kurikulum yang dapat diintegrasikan atau menjadi mata pelajaran 

tersendiri dalam struktur kurikulum.  

Pelaksanaan Muatan Lokal khususnya dalam Kurikulum 2013 diatur 

dalam Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal 

Kurikulum 2013. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Permendikbud 

tersebut adalah pelaksanaan muatan lokal pada satuan pendidikan perlu 

didukung oleh kebijakan pemerintah daerah baik itu propinsi maupun 

kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kewenangan 

pemerintah propinsi dan kabupaten/kota terhadap penentuan muatan lokal di 

satuan pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah yakni pemerintah propinsi berwenang untuk 

menentukan muatan lokal pada jenjang pendidikan menengah dan khusus, 

sedangkan pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk menentukan muatan 

lokal pada jenjang pendidikan dasar. 

Salah satu propinsi yang telah mengeluarkan kebijakan tentang muatan 

lokal adalah Propinsi Jawa Barat. Kebijakan mengenai muatan lokal di 

Propinsi Jawa Barat diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 

Tahun 2013 tentang Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah 

Pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan 

Gubernur Jawa Barat Nomor 25 tahun 2007 tentang  Pedoman Pelaksanaan 
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Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup. Melalui kedua 

kebijakan tersebut, muatan lokal yang dapat diselenggarakan oleh satuan 

pendidikan pada jenjang pendidikan menengah adalah bahasa daerah dan 

pendidikan lingkungan hidup. Selain mengatur tentang muatan lokal yang 

wajib diselenggarakan, kebijakan tersebut juga mengatur tentang kompetensi 

yang hendak dicapai peserta didik. 

Pemilihan muatan lokal dalam bentuk bahasa daerah pada kurikulum 

merupakan bentuk perhatian dari pemerintah daerah untuk melestarikan 

budaya daerah dalam bentuk bahasa dan budaya. Kepunahan suatu bahasa 

dapat berdampak pada hilangnya nilai-nilai budaya yang seharusnya menjadi 

ciri khas dari suatu bangsa. Tondo (2009) mengungkapkan bahwa berdasarkan 

data yang dikeluarkan oleh SIL, terdapat 27.000.000 penutur bahasa Sunda. 

Jumlah tersebut menyebabkan bahasa Sunda termasuk ke dalam bahasa daerah 

yang berstatus aman dari kepunahan. Walaupun berstatus aman, bahasa Sunda 

memiliki potensi untuk menjadi bahasa yang punah. Hasil penelitian yang 

dikeluarkan Balai Bahasa Propinsi Jawa Barat pada tahun 2013 menunjukan 

bahwa hanya 40% dari anak-anak di propinsi Jawa Barat yang mengetahui dan 

mampu untuk berbahasa Sunda. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal yakni 

orang tua tidak membiasakan anak untuk berbahasa sunda sehari-hari dan 

bahasa daerah dianggap kurang populer dibandingkan dengan bahasa 

Indonesia ataupun bahasa asing.  

Penelitian lain yang dilakukan Pramswari (2014) menunjukan hasil yang 

cukup mengkhawatirkan terkait penggunaan bahasa Sunda oleh peserta didik. 

Penelitian menunjukan beberapa hal yakni intensitas penggunaan bahasa 

Sunda dalam keseharian peserta didik sangat kurang, peserta didik 

memandang pelajaran Bahasa Sunda merupakan pelajaran yang sulit, dan 

pemahaman peserta didik terhadap kata-kata Sunda sangat rendah. Kedua 

penelitian tersebut menunjukan bahwa walaupun secara kuantitas bahasa 

Sunda termasuk berstatus aman dari kepunahan, namun ancaman terhadap 

punahnya bahasa Sunda mulai terlihat. Berdasarkan kondisi tersebut 
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diperlukan adanya evaluasi implementasi terhadap pendidikan bahasa Sunda 

yang dilakukan oleh pihak sekolah.  

Pendidikan lingkungan hidup merupakan upaya pemerintah dalam 

merespon isu global terkait kesadaran dalam menjaga lingkungan hidup yang 

semakin menurun. Penanaman karakter peduli lingkungan hidup pada 

dasarnya dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan kurikuler baik 

intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Salah satu program pemerintah untuk 

mendukung pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup ini adalah dengan 

memberikan penghargaan Adiwiyata kepada sekolah yang menunjukan 

komitmen terhadap empat hal yakni kebijakan sekolah berwawasan 

lingkungan, kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis 

partisipatif, dan pengelolaan sarana prasarana pendukung ramah lingkungan. 

Pada tahun 2016 hanya 4 (empat) SMA Propinsi Jawa Barat dari 85 SMA di 

seluruh Indonesia yang menerima penghargaan Adiwiyata tingkat Nasional. 

Satu SMA dari Kabupaten Bogor dan Kota Bogor serta dua SMA dari Kota 

Bandung. Hal tersebut menunjukan perlunya ada evaluasi terkait implementasi 

pendidikan lingkungan hidup di Propinsi Jawa Barat. 

Beberapa penelitian dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang 

menghambat implementasi sebuah kurikulum. Adam (2014) mengidentifikasi 

hambatan yang ditemukan dalam implementasi kurikulum. Hambatan yang 

ditemukan adalah kurangnya kemampuan guru dalam mengimplementasikan 

kurikulum dan kurangnya sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan 

kurikulum. Hasil penelitian yang dilakukakan Dhanarko et al (2016) 

menunjukan kurang terlibatnya seluruh warga sekolah, struktur birokrasi yang 

masih belum optimal, dan ketiadaan pedoman yang jelas menjadi penghambat 

dalam pelaksanaan kurikulum. Nasir (2013) dalam penelitianya 

mengungkapkan bahwa permasalahan dalam implementasi kurikulum muatan 

lokal terletak pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada aspek 

perencanaan, kurangnya sumber daya yang tersedia menjadi permasalahan 

dalam mengimplementasikan kurikulum muatan lokal. Pada aspek 

pelaksanaan, permasalahan yang ditemukan adalah kurangnya kompetensi 
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guru dalam mengimplementasikan kurikulum muatan lokal. Sedangkan pada 

aspek evaluasi, sistem yang ada saat ini lebih menekankan pada pencapaian 

mata pelajaran akademik dengan mengesampingkan pencapaian muatan lokal.   

Berbagai penelitian tersebut mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi kualitas dari implementasi kurikulum. Hasan (2009, hlm 481) 

menyatakan bahwa 

“…dalam implementasinya berbagai faktor bekerja berpengaruh 

terhadap implementasi. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor 

pendukung untuk keberhasilan, seperti manajamen sekolah yang baik, 

kontribusi komite sekolah, sikap masyarakat, semangat dan dedikasi 

guru, serta fasilitas belajar yang memenuhi syarat serta ketersediaan 

dana yang diperlukan. Faktor-faktor tersebut bekerja seperti pisau 

bermata dua, selain menjadi faktor pendukung tetapi juga dapat 

menjadi faktor penghambat.” 

 Sebuah studi pendahuluan dilakukan untuk melihat bagaimana 

implementasi kurikulum muatan lokal di sekolah. Studi pendahuluan 

dilakukan di Kota Bandung mengingat perannya sebagai Ibu Kota Propinsi 

Jawa Barat. Studi pendahuluan dilakukan dengan melakukan wawancara 

dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bagian kurikulum serta 

melakukan studi dokumentasi. Hasil yang diperoleh dari studi pendahuluan 

menunjukan bahwa tidak sesuainya alokasi waktu untuk muatan lokal yang 

ditetapkan sekolah dengan kebijakan yang dikeluarkan baik dari pemerintah 

daerah. Alokasi waktu untuk muatan lokal bahasa daerah berdasarkan 

peraturan daerah adalah minimal dua jam pelajaran per minggu. Hal tersebut 

bertentangan dengan apa yang dilakukan sekolah yakni mengalokasikan waktu 

untuk bahasa daerah sebanyak satu jam pelajaran per minggu. Kurangnya 

alokasi waktu dapat mengakibatkan kompetensi yang telah ditetapkan oleh 

propinsi Jawa Barat tidak dapat tercapai sepenuhnya oleh peserta didik.  

 Berdasarkan hasil wawancara, perbedaan alokasi waktu muatan lokal 

untuk bahasa daerah disebabkan karena kebutuhan alokasi waktu bagi muatan 

lokal pendidikan lingkungan hidup. Penetapan pendidikan lingkungan hidup 

sebagai mata pelajaran tersendiri berbeda dengan pendapat para ahli dan 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Rush (1999) dalam 

penelitiannya mengungkapkan bahwa pencapaian tujuan pendidikan 
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lingkungan hidup hendaknya dipandang sebagai sebuah aktivitas belajar  yang 

mengacu kepada situasi daearah yang spesifik secara lokal, regional, dan 

global. Mengacu kepada pernyataan Rush, pendidikan lingkungan hidup pada 

dasarnya dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang terdapat di dalam 

Kurikulum. Pendapat tersebut dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Afandi (2013) yang mengungkapkan bahwa pendidikan lingkungan hidup 

bukanlah mata pelajaran yang berdiri sendiri namun diintegrasikan ke dalam 

suatu bidang studi di sekolah. Pendidikan lingkungan hidup dapat 

diintegrasikan kedalam mata pelajaran geografi dan biologi (Lee, 2000). Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Hayati (2003), pendidikan lingkungan hidup 

dapat diintegrasikan pada berbagai bidang studi yang mempelajari hubungan 

antara jasad hidup dengan istilah dan lingkungannya. Bidang studi yang 

dimaksud diantaranya adalah mata pelajaran dalam kelompok IPA khususnya 

biologi, mata pelajaran IPS seperti sejarah, geografi, dan eknomi, pendidikan 

kesehatan, dan juga bahasa. Penelitian yang dilakukan oleh Hayati 

mempertegas bahwa pendidikan lingkungan hidup dapat diintegrasikan 

dengan mata pelajaran lainnya. Tatemono (2011) dalam penelitiannya 

mengungkapkan bahwa pendidikan lingkungan hidup yang terintegrasi dalam 

kurikulum sekolah dapat memberikan siswa pendidikan umum yang 

komprehensif sehingga mereka menjadi pelajar yang selalu mampu 

beradaptasi dan terus memberikan kontribusi dalam kehidupan masyarakat 

yang senantiasa berubah. Pendekatan  integrasi sangat  sesuai  untuk  

pendidikan  formal setingkat sekolah dasar sampai dengan menengah, karena 

pendekatan integrasi tidak memerlukan waktu ekstra di sekolah sehingga 

implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup bisa berjalan lebih efisien karena 

para murid tidak dibebani dengan tambahan waktu. 

Hasil lain menunjukan bahwa sekolah memiliki sarana dan prasarana dan 

anggaran untuk melaksanakan muatan lokal namun belum memadai. Selain 

itu, alokasi sumber daya manusia menjadi kendala tersendiri. Guru tidak 

memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan muatan lokal yang 

diajarkan. Penempatan guru seringkali hanya berdasarkan minat guru terkait 
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muatan lokal. Khususnya pada muatan lokal pendidikan lingkungan hidup. 

Terkait kondisi dokumen kurikulum ditemukan fenomena kurangnya 

konsistensi penggunaan istilah dan relevansi antar komponen di dalamnya.  

Terdapat perbedaan dukungan pemerintah daerah terhadap masing-masing 

muatan lokal. Pada muatan lokal bahasa daerah,pemerintah daerah 

memberikan dukungan dengan melakukan pembaruan terhadap kompetensi 

inti dan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik. Pembaruan 

tersebut didasarkan pada kajian yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

terhadap muatan lokal bahasa daerah. Pembaruan yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah menuntut kesiapan dari guru muatan lokal bahasa daerah 

untuk mengimplementasikan kurikulum baru tersebut. Guru membutuhkan 

sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah daerah khususnya terkait perubahan 

yang terjadi. Pada muatan lokal pendidikan lingkungan hidup, dukungan dari 

pemerintah daerah terasa minim. Hal tersebut didasarkan pada kurangnya 

dukungan terhadap pembinaan dan pelatihan guru muatan lokal pendidikan 

lingkungan hidup, kurangnya ketersediaan bahan ajar yang mendukung, dan 

penghargaan terhadap guru muatan lokal pendidikan lingkungan hidup.  

Fenomena lain yang ditemukan adalah tidak diakuinya jam mengajar mata 

pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Hal tersebut didasarkan kepada 

kebijakan pemerintah Propinsi jawa Barat yang tidak memberikan sertifikasi 

kepada guru mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Akibatnya guru 

tidak mendapatkan penghargaan atau hak yang semestinya diperoleh. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, salah satu variabel yang 

mempengaruhi guru ketika mengimplementasikan kurikulum adalah 

penghargaan dalam bentuk finansial kepada guru (Waugh & Punch, 1985). 

Fenomena tersebut dapat mempengaruhi kualitas dari implementasi kurikulum 

muatan lokal. 

Berdasarkan studi pendahuluan dan beberapa hasil penelitian tersebut, 

permasalahan yang ditemukan pada pelaksanaan kurikulum muatan lokal 

terletak pada aspek rasional pelaksanaan muatan lokal, sumber daya sekolah, 

dukungan daerah, proses pelaksanaan, hingga hasil yang diperoleh peserta 
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didik. Kondisi tersebut memerlukan evaluasi secara mendalam dengan 

menggunakan kerangka riset untuk menilai sejauh mana kesesuaian antara 

implementasi kurikulum muatan lokal di SMA Negeri Kota Bandung dengan 

standar yang ditentukan. Evaluasi dilakukan dengan tujuan memberikan 

informasi kepada pemangku kebijakan terkait bagaimana pelaksanaan muatan 

lokal di sekolah. Penelitian tentang evaluasi juga didasarkan pada kenyataan 

bahwa sangat sedikit penelitian terkait evaluasi pelaksanaan muatan lokal 

khususnya bahasa Sunda. Dalam melakukan penelitian evaluasi, diperlukan 

sebuah model evaluasi yang sesuai dengan tujuan dan aspek yang akan 

dievaluasi. Model evaluasi yang sesuai dengan tujuan dan aspek yang akan 

dievaluasi adalah model CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam. 

Kesesuaian model tersebut dilihat dari karakteristik model yakni memberikan 

gambaran secara komprehensif terkait pengelolaan implementasi mulai dari 

aspek konteks, masukan, proses, dan produk. Aspek konteks meliputi rasional 

dan latar belakang dari tujuan diadakannya kurikulum muatan lokal. Aspek 

masukan meliputi ketersediaan daya dukung untuk mengimplementasikan 

kurikulum muatan lokal. Aspek proses meliputi kesesuaian antara 

perencanaan dengan pelaksanaan kurikulum. Aspek produk meliputi hasil 

yang dicapai peserta didik dan respon yang diberikan oleh peserta didik 

terhadap penyelenggaraan kurikulum muatan lokal. Evaluasi dari masing-

masing aspek dilakukan dengan mengacu kepada standar yang telah 

ditetapkan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, dirumuskan permasalahan umum 

yakni “Apakah implementasi kurikulum muatan lokal pada SMA Negeri di 

Kota Bandung sesuai dengan standar yang berlaku?” Rumusan masalah dirinci 

kedalam pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1. Apakah implementasi kurikulum muatan lokal di SMA Negeri Kota 

Bandung pada aspek konteks telah sesuai Permendikbud Nomor 79 Tahun 

2013 tentang Muatan Lokal pada Kurikulum 2013? 
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2. Apakah implementasi kurikulum muatan lokal di SMA Negeri Kota 

Bandung pada aspek masukan telah sesuai Permendikbud Nomor 79 

Tahun 2013 tentang Muatan Lokal pada Kurikulum 2013, Permendiknas 

Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru, dan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang 

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah? 

3. Apakah implementasi kurikulum muatan lokal di SMA Negeri Kota 

Bandung pada aspek proses telah sesuai Permendikbud Nomor 22 Tahun 

2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah? 

4. Apakah implementasi kurikulum muatan lokal di SMA Negeri Kota 

Bandung pada aspek produk telah sesuai Permendikbud Nomor 79 Tahun 

2013 tentang Muatan Lokal pada Kurikulum 2013? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk tergambarkannya  

kesesuaian antara pelaksanaan muatan lokal pada tingkat SMA di Kota 

Bandung dengan standar yang berlaku. 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Tergambarkanya kesesuaian implementasi kurikulum muatan lokal di 

SMA Negeri Kota Bandung pada aspek konteks dengan standar yang 

berlaku. 

b. Tergambarkanya kesesuaian implementasi kurikulum muatan lokal di 

SMA Negeri Kota Bandung pada aspek masukan dengan standar yang 

berlaku.  

c. Tergambarkanya kesesuaian implementasi kurikulum muatan lokal di 

SMA Negeri Kota Bandung pada aspek proses dengan standar yang 

berlaku.  

d. Tergambarkanya kesesuaian implementasi kurikulum muatan lokal di 

SMA Negeri Kota Bandung pada aspek produk dengan standar yang 

berlaku.  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmiah khususnya yang 

berkaitan dengan evaluasi implementasi kurikulum dan implementasi 

kurikulum muatan lokal. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi yang dapat digunakan 

untuk mengembangkan sebuah kebijakan pada institusi pemerintah. 

2. Praktis 

a. Bagi Satuan Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh satuan pendidikan 

sebagai bahan evaluasi terhadap implementasi kurikulum muatan lokal 

yang telah dilakukan. Selain itu hasil ini dapat digunakan untuk 

meningkatkan kualitas serta efektivitas dan efisiensi dari 

penyelenggaraan muatan lokal di sekolah. 

b. Bagi Pemerintah Propinsi Jawa Barat 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi 

untuk mengembangkan kebijakan yang dapat mendukung pelaksanaan 

kurikulum muatan lokal di Propinsi Jawa Barat. 

c. Bagi peneliti bidang sejenis 

Penelitian dapat dijadikan referensi ketika melakukan penelitian 

tentang implementasi kurikulum muatan lokal secara lebih mendalam. 

E. Definisi Operasional 

1. Evaluasi Implementasi Kurikulum 

Evaluasi implementasi kurikulum adalah pengumpulan data dan informasi 

mengenai pelaksanaan kurikulum. Data dan informasi tersebut digunakan 

untuk menilai pelaksanaan kurikulum mulai dari aspek konteks, masukan, 

proses, dan hasil/produk.  

2. Kurikulum Muatan Lokal 

Kurikulum muatan lokal merupakan seperangkat rencana yang terdiri dari 

tujuan, isi, metode, dan evaluasi yang didasarkan pada karakteristik dan 
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potensi yang dimiliki oleh daerah, komunitas, dan masyrakat di sekitar 

lingkungan sekolah. 

F. Struktur Organisasi Tesis 

Penulisan tesis akan terdiri dari lima (5) bab yakni; pendahuluan, kajian 

pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta 

kesimpulan dan rekomendasi. Pada bab pendahuluan akan dideskripsikan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis. Pada bab tinjauan pustaka 

berisikan tentang hakikat implementasi kurikulum, hakikat kurikulum muatan 

lokal, dan hakikat evaluasi kurikulum.  

Bab metodologi penelitiaan berisikan pendekatan dan model penelitian, 

subjek penelitian, pengumpulan data, pengujian validitas dan reabilitas 

instrumen, dan analisis data. Bab Temuan dan Pembahasan berisi hasil yang 

didapat oleh peneliti terkait efektifitas implementasi kurikulum muatan lokal 

di SMA Negeri Kota Bandung. Bab simpulan dan rekomendasi berisi tentang 

kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan 

. 
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